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ABSTRA.K 

PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAl\-1 PENETAPAN 
UPAH MINIMUM PROVTNSI DI PROVINSI SUMA TERA UT ARA 

(DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINS! 
SUMA TERA UT ARA) 

0 LEH: 

STATUSWAU 

Penetapan b..'S3rn}a Upah Minimum Pro�insi (U\IP) selama ini selalu 

menimbulkan perdcbatan. llal ini tcrjadi karena ada perbedaan kepentingan di antara 

buruh atau serikat pekerja dengan pengusaba (Apindo). I larus d1akui, masalah Upah 

Minimum bul..an mcrupal..an hal yang scdcrhana karcna lidak hanya mcnyangkut 

masalah kehidupa buruh. lup1 jugn mcnynngkul masalah kchidupan dan kclanjutan 

suatu pcrusahaan. l1csamya Upoh Minimum Provinsi biasunya ditctapkan atas 

kesepakatan bersama yang tcrgabung dalam Tripartit (Dewan Pcngupahan), yaitu 

pihak buruh/pekerja (Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Pcngusaha (Apindo : Asosiasi 

Pcngusaha Indonesia). dan Pcmcnntah (yang menangani tenaga kcrja). lni bcrarti 

Upnh Minimum Provinsi }ang telah diberlakukan pada suatu tahun tertenru 

merupakan has ii kescpakatan d i  antara ketiga pibak tersebut. Yang menjadi 

pcnnasalahan adalah bagaimana pcnepatan. penerapan Upah Minimum Provinsi di 

Provinsi Sumatera Utara 

Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penclitian Kepustakaan 

dengan metode ini penulis mendaput masukan dengan mcncari dan mcnelusuri bahan­

bahan scperti scjumlah buku,pcraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan 

objek pembahasan skripsi ini. Dan pcnulis mengadakan penelitian kc kantor Dinas 

Tenaga Kerjn dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang dianggap dapat 
mcmbcrikan data atau jawaban guna menyelesaikan skripsi ini. Di samping itu juga 

penulis mengadakan wawancara secara langsung kcpada anggota Dewan Pcngupahan 

Provinsi Sumatera Utara dari Dinas Tenaga Kcrja dan Transmigrasi Provinsi 
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Sumatera Utara. yang ikut tcrlibat dalam penetapan Upah �linimum Provinsi 

Sumatera Utara. 

Berdasarkan pcnclitian 1nng dilakukan oleh penulis. sampai sckarang Provinsi 

Sumatera Utara dari 25 daerah kahupatcn/kota, baru 12 dacrah kabupaten/kota yang 

menetapkan Upah Minimum Kabupatcn/Kota. Hal ini disebabkan karcna dari 25 (dua 

puluh llina) dacrah Kabupatcn/Kota tersebul. baru 12 (dua belns) daerah 

Kabupaten/Kota yru1g mcmbentuk Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. 

Gubemur Swnatcra Utara mcntapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera 

Utara 2007 sebesar Rp. 761.000. ini merupakan upah tcrendah d3n hanya berlaku 

bagi pekerja/buruh yang mcmpun) ai masa kcrja kurang dari saru tahun. Upah 

Minimum Sektoral Provinsi Sumatcra Utara dan Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota ditetapkan olch Gubemur sebesar Rp. 799.050 untuk terendah dan 

Rp. 837.100 untuk tcninggi . Dan sampai sckarang lidak ada perusahaan di Provinsi 

Sumatera Utara yru1g mcminla pcnnngguhan Upah Mini1mm1 Provmsi. 

Perlu pcnycmpurnll!ln tata earn pcrhitungan Upah Minimum <lcngan mclihat 

kondisi perckonomian, kon<lisi pasar kcrja dan kemampunn pcruo;ahaan, sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan mclainkan semua pihak menjadi sejahtcra. Kriteria 

kenaikan upah minimum sebaikn)a mencerminkan berbagai tujunn yang lebih luas. 

seperti penciptaan lapangan pekerjaan. peningkatan produktifitaS dllO perlinduogan 

pendapatan bagi kelompok pckcrja berupa rendah. Hendaknya para pcngusaha lebih 

terbuka dan selalu memperhatiknn kesejahteraan para huruhnya, sccara sadar mau 

menerapkan Upah Minimum, mcnghargai harkat. martabat buruh scbagai fak1or 

produksi dan tidak memandang buruh hanya sebagai faktor produksi/alnt produksi 

semata. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Lembaga Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang menetapkan upah 

buruh atau SerikaL pekerja dalam memenuhi kesejallleraan para buruh. Terutama 

dalam Provinsi Sumatera Utara.Penctapan bcsarnya Upah Minimum Proviasi (UMP) 

selama ini selalu rnenimbulkan perdebatan. Hal ini tcrjadi karena ada perbedaan 

kepentingan di antara buruh atau scrikat pekerja dcngan pengusaha (Apindo ). Hanis 

diakui. masalah l fp;1h Minimum h11kan mcn1rakan hal y;mg scdcrhann karcna tidak 

hanya menyangkuL masalah kehidupan buruh, tapi juga menyangkut masalah 

kehldupan dan kclanjutan suatu' pe�·sahaan. Bcsarnya Upah Minimum provinsi 

biasanya ditetapkan atas kesepakan bersama yang tcrgabung dalam Tripartit. yaitu 

pihak buruh/pekerja (serikat pekerja/serikat buruh). Peogusaha (Apindo: Asosiasi 

Pengusaha Indonesia) dan Pemerintah (yang menangani tcnaga kerja). 

Tni berarti upah Minimum Provinsi yang telah dibedakukan pada suatu tahun 

tertentu merupakan hasil kcsepakatan diantara ketiga pihak lcrscbut Bila dikemudian 

hari tcrjadi ketidak puasan dari pihak pekerja I bunth ataupun dari pihak perusahaan, 

penyebabnya dapal berasal dari internal perusahaan atau ekstcmal. Internal 

perusahaan antara lain karena pibak peagusaha tidak koasisten dengan hasil 

kesepakatan bersama atau produktivitas buruh yang readah sebingga menyc&abkan 

kerugian bagi perusahaan dan bcrakibat menurunnya kemarnpuan perusahaan untuk 

membayar upah. Sedangkan yang berasal dari ckstemal perusahaan adalah akibat 
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perubahan lingkungan ckonomi dan politik dan berpengarub terhadap kcmampuan 

membayar upah sesuai dengan hasil kesepakatan. 

Tuntutan pihak buruh adalah bahwa upah minimum harus mampu memenuhi 

kebutuhan hidup secara layak dan perhiiungan besarnya didasarkan kebutuhan hidup 

sebuah keluarga bukan bukan hidup sendiri (lajang) tuntutan ini tentunya harus 

disikapi secara bijaksana dan seimbang. Artinya tuntutan ini harus ditinjau dari dua 

sisi kepentingan yang berbeda, yaitu kepcntingan pcngusaha dan kepentingan buruh. 

Tidak hanya melihat dari salah satu sudul saja. 

Bcrdasark:m Pasal l'cr.iturnn Mcmcri ·1 cnnga Ke�ja Nomor Per-

Ol/MEN/1999. yang dimaksud Upah Minimum adalal1 upah bulanan terendah yang 

terdiri dari upah pokok, tem1asuk tunjangan tetap. Upah minimum regional Tingkat J 

(UMR n. 1) adalah Upah Minimuni yang berlaku di satu provinsi. Upah minimum 

Regional Tingkat 11 (UMR) Tk. II) adalah Upab Minimum yang bcrlaku di daerah 

Kabupaten/kota atau mcnurut wilayal1 pembangunan ekonomi daerah atau karena 

kekhususan wilayah tertcntu. Upab Minimum scktoral Regional Tingkat I (UMSR 

Tk. I) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi, Upah 

minimum Sektoral Regional Tingkat JJ (UMSR Tk. II) adalah Upah Minimum yang 

berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah 

pcmbangunan ekonomi atau karena kekhususan wilayah tertentu1 

A. PENGERTlAN OAN PENEGASAN JUD UL 

Sebelum penulis mengungkapkan dalam peranan Dewan Pengupahan Provinsi 

Dalam Penctapan Upah Minimum Provinsi di Sumatcra Utara sekarang ini, penting 

1 Pasal I t>eraturan Men1eri Tenaga Kerja No. PER-Ol/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. 
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